
LEMBAR AN DAERAH 

KABUPATEN DAE RAH TING KAT II Rf MBA NG 
NOMOR 2 TAHUN 1991 SERI B NO. 1 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OAERAH TINGKAT II 
REM BA.NG 

NOMOR 9 TAHUN 1990 

TENTANG 
IJIN USAHA MENYELE '-J GGARAICAN TEMPAT PENITIPAN 

SEPEDA, SEPEDA MOTOR DAN MOB·L 

DENGAN RI\HMAT TUHAN YANG MAi-11\ E~A 
BUPATI KEPALA D AERA H TINC.iKAT H RE MBAMG 

Menlmbang : a. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kepas-

Mengingat 

tian hukum bagi usaha peni t•par1 sepeda, se­
peda motor dan mobil di Kabupaten L' acirah 
Tingkat II Rembani:i, Pemerin1ah Daerah me­

mandang periu mengadakan ketentuan menge• 
nai oemberian ijin usaha. 

b. bahwa dalam rangka us:iha eksetensifikasi pen­
d apatan Daerah, dipandang perlu mer.gatur pe­
laksan;ian pemberian ,jm useha penitioan se­
p'3da, sepeda motor daFt mob ii daldm Pe, atur­
a n Daerah. 

1, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pllkok P£:merintahan di Daerah. 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daer ah• daerah Kabupaten Oalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah . 
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3. Undang -undang Nomor 12 / Ort Tahun 1957 
tentang Peraturan Umum Retribusi Dee-rah. 

4. Peratu ran Daerah Kabtrparen Daerah Tin9 kat 
II Rem bang Nomor 5 Tah,.m 1 989 tantang ,. 
Penyid1k r>egawai Nsqeri Sipil di Lingkunqan 

Pemerintah ~abupaten Oaerah lingkat II Rem­

bang. 

Oengan Persetuiuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Rembang. 

Menetepken 

MEMUTUSICAN: 

PERATURAN DAERAH KA6UPATFN OAERAH 
TING(AT ti REMBANG TENTANG IJ IN USAHA 
MENYELENGGARAKAN TEMPAT PENITIPAN 

SEPEDA MO rOR DAN MOBIL 

BAB t 

KETEN ruAN UMUM 

Pasal 

Oelam Paraturan Oaerah lni, yang dlmeksud dengan : 

a. Oaereh adalah Kabupaten Oaerah linokat II Rembang 

b. Pernerinrah Da~rah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Rembang. 

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II 
Rembang. 

d. Tempat penltioan adalah tempat penyimpanan den oengaman­
an samEntara untuk sepeda, sepeda motor dan mobil. 

e. Pengusaha ·-- -=- ___ s 



.. 
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e. Pengusaha adalah orang baik sendirf ,r,aupun bPrsarr.a-nma 
atau Sadan Hukum yang mer,yelenggarahn usaha penitipan 
sspeda. sepeda motor dan mobil yang bersifat koma,sii l. 

f. lj in ad:11ah ijin usaha untuk menyelenggarakan tempat penitipan 

g k.arcis adalah tanda bukti pembayaran/peni tipan 

h. Pttnyidik Pepawai Negeri Sipll adslah l'ejabat Pegawai Neg1-
ri Sipil tertentu yang diberi wewAnang khusus oleh Undang­
undang. 

BAB 

PER I JINAN 

Pasal 2 

(1 J Setiap usaha penyelenggaraan tempat penitipan di dAerah 
yang be•sifat komersiil herus mempunyai ijin dar• Bupati Kapa­
la Daerah. 

(2) ljin sebagalmana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini dit.erikan un-
tuk waktu : 

a. selama 3 ( tiga ) bulan 
b. selama 6 ( enam ) bulan 
c. seIama 1 t satu ) tahun 

Pasal 3 

Sya·at-syarat untuk mempl!Toleh ijin : 

a. MenoAjulran permohonan iji n dengen men91s1 formulir yang 
telah disediakan oleh Pemerintah Oaerah. 

b. Mempunyai surat buktl diri. 

c. Melamp;rkan 1urat persetujuan pemilik tanah/tempat. jika tanah/ 
tempat itu bukan mil1knya sendiri. 

---
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d. Melampirkan gambar tempa1 yang dlpergunakan sebagai tempat 

usaha. 

Pasal 4 

(1 ) Bagi pengusaha yang sudah memiliki ljin sebagalmana dimaksud 
P_asal 2 ayat 12) Peratu,an Dasrah ini dapat mempe,baharui 
ijinnya dalam waktu 1 ( satu ) bulan sebelum ijin yang tarda­
hulu habis masa be1 lakunya. 

(2) Apabila tenggang waktu yang telah dltetapkan ayat (1 1 Pasal 
ini tidak diperqunakan, maka berlaku ketentuan sebagaimans 
dimaksud Pa,sal 2 ayat ( 1 J dan Paaal 3 Pe,aturan Daer ah ini, 

BAB Ill 

BIAYA IJIN DAN TARIP TITIPAN 

Pasal 5 

(1) S<>tiap pemohon ijln dimaksud Pac;al 2 Peraturan Daerah ini 
d1kenakan biayc1 ijin sebagai berikut : 

a, kurang dari 3 bulan dibulatkan menjadi 3 bulan, dikenakan 
biaya sabesar Rp 1.000.- { serlbu rupiah ) 

b. lebih dari 3 bulan tetl'pl kurang dari 6 bulan dibulatkan 
menJadi 6 (enam) bulan, dikenakan biaya aebesar Rp2- 000,­
( dua ribu rupiah), 

c. lebih dari 6 ( enam) bulan tetapi kurang dari 1 ( satu) 
tahun, diou1atk.an ,n3njadi 1 (satu l tahun dikanal<an biaya 
sebttsar Rp 4,000.- ( empat ribu rupiah) 

(2) Katentuan dimaksud ayat ( 1) pasal ini berlaku juga bagi ke­
tentuan Pasat 4 ayat ( 1) Pe,aturan Dae,ah ini 

Pasal, --- s, 
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Passi 8 
(2) 

Pen~usaha diharuskan mengikuti ketentuan tarip penitipan sebagal 
berikut ; 

a. Sepeda 

b. Sepeda motor 

c. Mobil 

BAB IV 
PENYEDIAAN KARCIS 

Pasal 7 

Rp 100,­

Rp 150,­

Rp 300,-

Semua Pengusaha tempat Penitipan di Daerah. wajib membeli 
ka,cis pada Pemerintah Daerah dan menggun;,kannya dengan har­
ga sebagai berikut . 

a. tern pat penitipan sepeda sebesar 15 \ limah bfllas rupiah ) tiap 
lemba•nye. 

b. tempat p ~nitipan sepeda motor sebesar Rp 25.- ( due puluh 
lima rupiah J tiap lembarnya. 

c temoat Penitipan mobil sebesar Rp 60,- ( l1ma puluh rupiah) 
tiap lembarnya. 

BAB V 
HAK DAN KEWAJI8AN PENGUSAHA 

Pasal 8 

; Hak dan k~w ajiban Pengusaha adalah 

a. menerima pembayaran jasa dari perr.ilak kendare:an. 

b. menyediakan tempat dengan batas-batas yang nyata. 

c manjamin keamanan bagi kendaraan yang dititipkan. 

d memberi ganti rugi atas keti ilangan atau kerusakan sebagian/ 
seluruhnya yang d1sebabkan olen kesa.ahan/ ke1a,a1an f-engu­
Sdhd kepada Pemi1iknya. 

"· m mberikon karcis tanda bukti pen.bayaran;penitipan kepada 
remilik kendaraan, 
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BAB VI 

SAN KSI Pt DANA 

Pasal 9 

Barang siapa melanggar l<etentuan-ketentuan te,sebut pasal 2, 6, 

7 dan 8 Peraturan Daarah ini d ikenakan ancaman pidana sesuai 

d ,mgan ketentu dn Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 10 

SelRin Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak 

pidana, penvidikan etas tindak p idana Sfbagaimara dirr ahud da lam 

Peraturan Daerah ini dapat juQa dilakukan o leh Pejabat Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil d i Lingkungan pemerintah Daerah yang 

pengangkatannya d itetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang­

undangan yang berlaku. 

BAB VII 

PENUTUP 

Pasal 11 

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daereh ini 

sepa njang menpenai pe laksaneannya akan diatur kemudian oleh 

Bupati Kepala Daerah. 

Pasa l 12 

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang£al diundangkan . 

Agar ___ _ s 
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Agar supava setiap orang dai,at rnenRetat>uinya, me,rerint ahkan 
pengundan9an "&raturan Daerah ini dengan penempatannya da­
lam Lembaran Daerah Kebupaten Deerah Tingkat II Rembang. 

DEWAN PERWAKILAN Rt ICYAT 
OAERAH 11.ABUPA fEN OAE1'AH 

llNG~AT II REMBANG 
KETUA: 

SOEGENG SARWO ~ O 

Rembang, 5 Desember 1990 

BUPATI KEPAIA DAERAH 
TING KAT II REM BANG 

Ors WACHIDI RIJONO 

OISAHKAN : 
GUBERNUR KEPALA OAERAH TINGICAT I 

JAWA TE NGAH 

dengan surat ~eputusan Nomor : 188. 3/150/ 1991 
tanggal 8 April 19~1 

Oiundangkan dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang 

Nomor 2 Tahun 19q1 Seri B No 1 
pada tanggal 15 Apri l 1931 

Sekretaris Wilayah / Daarah 

Ors. S O E D I H A R T 0 

NII'. 500 029 511 

An. Sekretaris Wilayah / Daerah 
Tingkat I Jawa r engeh 

Kepala Biro Hukum 

S A R O J I T 0 . SH. 

NIP. 500 034 ,j]J 



PENJELASAN ATAS 

PERA TU RAN DAERAH KABUPA r EN DAERAH TING KA r II 

REM BANG 

NOM OR 9 TAHUN 1990 

TENTANG 

IJIN USA HA M E'JYELl:NGGARAKA N TEM;:,AT PENITf PAN 

SEPEDA, SE?EDA MOTOR DAN MOBIL 

I. PENJELASAN U M U M 

Bahw a untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi 
usaha pen1tipan sepedd, sepeda motor dan mobi1 di Kabupaten 

i' Daerah Tingl<at II Rernbang, Pemerintah Daerah memandang 

p 'lrlu mengadakan keten tuan mengenai pembsrian ijin usahe. 

De-nikidn juga da!arn rangka usaha p engqalian incom income 

Daerah boru khususny a dalam bidanq usaha menyttlenggarakan 

tempat peni tiµan sepeda. sepeda motor dan mobil. 

Sehubuni:;an denc an hal - ha l tersebut diatas, maka perlu di­
tetapka n d engan peraturan Daerah. 

II . PENJELASA "J PASAL DE\/11 PASAL 

Pasal 1 dan 2 1 cukuo jelas. 

Pasal 3 huruf a fon ,u l ir adalah btangl<o permohonan yang 
harus diis, oleh si pemohon yang aise­
d to kon ol" h Pemarintah DDerah Cq Dines 

;:,endapatan Daerah Kabupaten Daerah 
Tinl:l kat I I Rembc1 ng. 

huruf. ____ s 



h,Huf b 

huruf c 

huruf d 

Pasal 4 s/d 6 

Pasal 7 

Pasal 8 a/d 12 
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bukti diri adalah identitas seorang 
Penguseha yang akan mer,gajukan ij :n 
usaha. 

sarat ini hanya diperl11kan apabila ta­
nah/tempat yang d1pakai sebagai tem­
pat penitipan tersebut bukan milik si 
Per:gusaha, 

cukup jetas. 

cukup jelas. 

pembelian karcis pada Dinas Pendat­
an Daerah ter~but d1lakukan dengan 
sistim konsinagsi ( titip,m uang ) . 

cukup j elas. 


